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RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jenber; Sela Mauluda;
110903101029. 2014. 67 Halaman. Program Studi Diploma Ill Perpgjakan Fakultas
[Imu Sosia dan IImu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Selain itu pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan,
salah satunya adalah Pgjak Restoran. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah
untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran, Pendataan, penetapan Dan Pembayaran
Pajak Restoran Pada dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berwenang
dalam memungut Pgjak Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi dan
pembukuan perkantoran, (2) Mempelgjari unsur-unsur materi yang terkait dengan
Pgjak Daerah khususnya Pajak Restoran yang meliputi pendaftaran, pendataan,
penetapan dan pembayaran. Untuk dapat menjelaskannya penulis melakukan Praktek
Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selama 1 (satu) bulan
mulai tanggal 11 Agustus sampal dengan 11 September 2014.

Pgjak Restoran adalah pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang
disediakan restoran termasuk catering, rumah makan, pujasera, kantin berdasarkan
peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2009 Tentang Paak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 Tentang
Pgjak Daerah. Dalam pemungutan Pgjak Restoran pada Dinas Pendapatan Kabupaten
Jember yang diterapkan yaitu Self Assessment System. Self Assesment system
merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak
untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung,
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menyetor dan melaporkan sendiri pagjak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan
hanya mengawasi. Pembayaran dilakukan paling lama 30 hari sgjak diterbitkannya
SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah).

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari prosedur pendaftaran, pendataan,
penetapan dan pembayaran Pgjak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari
pungutan pajak daerah tersebut mampu mengembangkan perekonomian dan benar-
benar memberi peran untuk mewujudkan ekonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3453/UN25.1.2/SP/2014, Ilmu
Administrasi, Program Studi Diploma |1l Perpajakan, Fakultas IImu Sosial dan

IImu Poalitik, Universitas Jember.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting
untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi,
dinamis, dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang,dan
kewgjiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat setempat sesuali dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu
hal yang mudah. Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling
menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat di tuntut
untuk sadar akan kewagjibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesual
ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewgjiban memberikan timbal
balik kepada Wagjib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk
pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara Individual tetapi
ditunjukan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan nasional,
dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan
pembangunan.

Salah satu usaha untuk membiayar pembangunan adalah dengan cara
penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah
daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka
mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, seras dan
bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang
bersumber dari pendapatan Adli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pagak
restoran.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas
Pendapatan Kabupaten Jember adalah pajak restoran. Pgjak restoran diatur dalam



Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana
merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensial dalam
rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Jember. Pajak Restoran
merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya.
Dari pendapatan pajak restoran tersebut, diharapkan Pajak Restoran mampu
memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Adli
Daerah Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pgjak Restoran pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2011-2013)

No. Tahun Target Penerimaan Redlisas Prosentase
Anggaran (Rp) (Rp) (%)

1. 2011 3.012.419.000,00 3.947.655.409,00 131,05%

2. 2012 3.500.000.000,00 4.755.476.643,00 135,87 %

3. 2013 4.500.000.000,00 6.160.556.647,29  136,90%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014

Dilihat dari data di atas, pendapatan daerah dari sektor pajak restoran selalu
mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari proses pelayanan administrasi
pada Dinas Pendapatan Daerah yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang
lama mulal dari pengisian data SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sampai
dengan penyetoran. Selain itu, Sistem pemungutan paak restoran di Kabupaten
Jember menggunakan self assessment system sehingga sangat menguntungkan Wajib
Pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan instansi yang
berwenang mengelola pajak daerah. Selain itu, Pendapatan Pajak Daerah yang
diperoleh selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat
dilihat pada Tabel 1.2.



Tabel 1.2 Target dan Realisas Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2011-

2013)
No.  Tahun Target Penerimaan Redlisas Prosentase
Anggaran (Rp) (Rp) (%)
1. 2011 35.637.446.000,00 40.708.973.394,50 114,23 %
2. 2012 50.694.817.000,00 55.147.114.711,00 108,78 %
3. 2013 86.081.000.000,00  95.188.144.409,05 110,58%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014

Dari data tersebut, realisas penerimaan pendapatan tahunan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2011 - 2013 selau mengalami
kenaikan jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari

target dan jumlah realisasi penerimaan dari setiap tahun anggarannya.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di

Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak
daerah salah satunya pajak restoran. Pada tahun 2013, realisasi pajak daerah
Kabupaten Jember sebesar Rp 95. 188.144.409,05. Hal tersebut dapat dibuktikan
dengan adanya realisas pgjak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember Tahun 2013 pada Tabel 1.3.



Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013

No. Jenis Pagjak Target Penerimaan Realisasi Prosentase
(Rp) (Rp) (%)
1. Pajak Hotel 1.450.000.000,00 2.125.544.285,00 146,59 %
2. Pajak Restoran 4.500.000.000,00 6.160.556.647,29 136,90 %
3. Pajak Hiburan 425.000.000,00 715.271.347,50 168,30 %
4, Pajak Reklame 4.100.000.000,00 6.141.451.314,00 149,79 %
5. Pajak Penerangan Jalan 34.350.000.000,00  38.904.783.489,00 113,26 %
6. Pajak Parkir 81.000.000,00 98.005.490,00 120,99 %
7. Pajak Air Bawah Tanah 350.000.000,00 353.699.543,00 101,06 %
8. Pajak Mineral Bukan 325.000.000,00 438.772.680,00 135,01 %
Logam dan Batuan
9. Pajak Bumi dan 29.000.000.000,00  25.685.324.278,01 88,57 %
Bangunan
10. Pajak Bea Perolehan 11.500.000.000,00  14.564.735.335,25 126,65 %
Hak atas Tanah dan
Bangunan
Jumlah 95.188.144.409,05

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014

Salah satu bagian dari penerimaan Pendapatan Adli Daerah (PAD) adalah
Pajak Restoran. Dari data di atas, realisas pendapatan pajak restoran pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2013 sebesar Rp6.160.556.647,29
dengan prosentase 136,90 % dari target penerimaan sebesar Rp4.500.000.000.
Prosentase pendapatan pajak daerah dihasilkan dengan cara membandingkan antara
realisasi dengan target penerimaan pajak dikalikan dengan 100 %. Hal tersebut untuk
mengetahui besarnya kenaikan pajak.

Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul
paak restoran karena penulis ingin mengetahui  prosedur pendaftaran, pendataan,
penetapan dan pembayaran pajak restoran pada dinas pendapatan daerah Kabupaten

Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memilih judul ““Prosedur



Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada
Dinas Pendapatan Daer ah Kabupaten Jember”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jember
berdasarkan undang-undang yang berlaku. Atas hal tersebut maka tujuan penulis
merumuskan permasalahan dalam laporan ini adalah untuk mengetahui, bagaimana
prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran pgak restoran pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

13 TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTEK KERJA NYATA
1.3.1 Tujuan Praktek KerjaNyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami
prosedur pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran Pajak
Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)
a. Bagi Mahasiswa

1) Mengetahui tentang Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan
Pembayaran Pgak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

2) Memperoleh pengaaman pribadi untuk menambah pengetahuan
tentang administrasi perpajakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
kabupaten Jember.

3) Menambah kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam
menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.



4)

5)

Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan
seiring dengan adanya undang-undang perpgjakan yang sewaktu-
waktu dapat berubah.

Sebagal sarana untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan
Laporan Praktek Kerja Nyata.

. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

1)

2)
3)

Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata nantinya dapat
diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur
administrasi perpgakan khususnya prosedur pendaftaran, pendataan,
penetapan, dan pembayaran Pagjak Restoran pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember.

Sebagal sarana penunjang dalam pel aksanaan kerja.

Sebagal sarana yang menghubungkan antar lembaga pendidikan

dengan instans terkait dalam penyediaan lapangan kerja.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Per pajakan
2.1.1 Definisi Atau Pengertian Pgjak

Biladilihat dari sudut pandang kita, pajak itu memiliki definisi yang berbeda-
beda dan sampai saat ini belum juga ditemukan kesatuan pendapat yang bulat untuk
merumuskan pengertian pgjak dalam bentuk definisi tunggal. Para ahli di bidang
perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang berbeda-beda, namun pada
dasarnya dari berbagal definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Hal
itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para ahli, antaralain :

a. Menurut Meliala (2007:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta
rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional.

b. Menurut Soemitro (1990:5) pgak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.

c. Menurut Brotodiharjo (1991:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyel enggarakan
pemerintahan.

d. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengel uaran umum.

Dari beberapa definisi di atas, pajak merupakan kontribusi Wajib
Pgak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi/badan berdasarkan
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1)

2)

undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi
kemakmuran rakyat. Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2009:1),
antaralain:

luran rakyat kepada negara

Y ang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang)

Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya

Tanpajasatimbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran paak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual atau pemerintah

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pgjak
Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009:1-2), terdapat dua fungsi pajak yaitu:
Fungsi Budgetair
Pajak sebagal sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya.
Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak sebagai aat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:

a) Pgak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk

mengurangi konsumsi minuman keras.
b) Pagak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.
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c) Tarif pgak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk
Indonesiadi pasaran dunia.

Wajib, Subjek dan Objek Pajak

a. Wagjib Pgjak

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpgakan daerah diwgiibkan untuk melakukan
pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak
tertentu.

b. Subjek Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

c. Objek Pgjak

adalah bentuk kegiatan baik yang di lakukan oleh orang pribadi maupun
badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

Syarat Pemungutan Pgjak

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2009:2), pemungutan pajak
harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesual dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan
pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya
mengenakan pgak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan
memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan
dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Maelis Pertimbangan
Pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Y uridis)
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Di Indonesia, pgak diatur dadam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.

4) pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewagjiban perpgjakannya. Syarat ini telah
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
Contoh:

a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam
tarif.

b) Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu
10%.

c) Pagak perseroan untuk badan dan pagak pendapatan untuk
perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang
berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dikutip dari mardiasmo (2009:7), sistem
pemungutan pajak dibedakan menjadi:
a. Official Assessment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh Wagjib Pajak.
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Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pgak terutang ada pada

fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang paak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada Wajib Pajak untik menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pagjak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri,
2) Wajib Pgjak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pgjak yang terutang,
3) Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnyab pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pgjak yang terutang ada pada
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Asas Pemungutan Pgjak
Pemungutan pgjak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga
asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya dalam memungut paak
yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut
Devano dan Rahayu (2006:38-39) asas-asas pemungutan pajak tersebut

antaralain:
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Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pgak. Wajib
pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan
pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib
paak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek paak
diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. jika di
suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak
memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

Asas K ebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan
kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas
yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan
dari suatu negara. Contoh: Fiskus Belanda selama Perang Dunia Il pernah
memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga

yang bertempat tinggal di luar Belanda.

Pembagian Paak Berdasarkan Golongan, Sifat, dan Kewenangan
Memungutnya
Meliala (2007:20) mengemukakan bahwa pajak dibagi berdasarkan golongan,
sifat, dan kewenangan memungutnya, yaitu :
Berdasarkan golongannya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:
Pajak Langsung
Pgjak Langsung adalah pgak yang langsung dibayar atau dipikul oleh Wajib
Pajak dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari Wgjib Pajak.
Pajak Langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a) Pengertian administratif

1) Harusdibayar langsung oleh Wgjib Pgjak
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2) Dibayar secara periodik oleh Wajib Pgjak

b) Pengertian ekonomi

1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga (Harus

dibayar sendiri oleh Wajib Pgjak)

2) Tidak dapat menaikkan harga.
Contoh: Pgjak Penghasilan (PPh), Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB), Pgjak
Kendaraan Bermotor (PKB).
Pajak Tidak Langsung
Pgjak Tidak Langsung adalah pajak yang hanya dipungut kalau ada pada suatu
ketika ada peristiwa atau perbuatan seperti pergerakan barang tidak bergerak,
perbuatan akta dan lain-lain, dan pgak ini tidak mempergunakan surat
ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang lain.
Jenis pgak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dipungut oleh
pemerintah kepada Wajib Pgjak, dan pgak ini dipungut oleh pemerintah
kepada Wajib Pgjak, dan pajak ini mengalihkan pembayarannya pada pihak
ketiga. Dalam hal ini pemerintah menunjuk Wajib Pajak sebagai perantara
pemungut pajak dan yang menanggung atau menjadi pembayar paak yang
sebenarnya adalah pihak ketiga atau konsumen.
Pajak Tidak Langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
Dalam pengenaan administratif
Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan
dikenakannya pajak.
Pengertian ekonomi
Dapat dilimpahkan pada orang lain
Dapat menaikkan harga.
Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai (PPN), Pgjak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk, dan Cukai.
Berdasarkan sifatnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:
Pajak Subjektif atau pajak bersifat perorangan
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Pgak Subjektif yaitu pagjak yang dalam penggunannya memperhatikan

keadaan-keadaan pribadi Wajib Pajak.

Akibatnya dapat terjadi bahwa pemungutan pajak terhadap orang-orang yang

mempunyai jumlah penghasilan yang sama, tetapi jumlah pajak yang dipungut

dari mereka tidak sama. Hal ini disebabkan keadaan masing-masing wajib

pajak tersebut tidak sama dalam penentuan penghasilan tidak kena pajak.

Contoh : Pgjak Penghasilan (PPh).

Pajak Obyektif atau yang bersifat kebendaan

Pajak Obyektif yaitu pagak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan

sifat objeknya sgja. Jadi pemungutannya tidak memperhatikan keadaan Wajib

Pajak. Pgjak ini dipungut karena perbuatan, keadaan, keadaan, atau kejadian

yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak

mengindahkan tempat kediamannya atau sifat subjek (orang pribadi atau

badan, warga Negara atau tidak).

Contoh : Pgjak Tontonan, Pgjak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan kewenangan memungutnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

Pajak Negara (Pgjak Pusat)

Pajak Negara (Pgjak Pusat) yaitu pgjak yang wewenang pemungutannya ada

ditangan Pemerintah Pusat.

Contoh: Pgak Penghasilan (PPh), Pgjak Pertambahan Nilai (PPN)

Pgjak Daerah

Pgjak Daerah yaitu pgak yang wewenang pemungutannya ada ditangan

Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

a Pajak Propinsi, contoh: Pgjak Kendaraan Bermotor dan Pgak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pgjak Reklame, dan Pgjak Penerangan Jalan (PPJ).
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Cara Pemungutan Pajak

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan dalam
hukum pajak dikutip dari Devano dan Rahayu (2006:39-40), sebagai berikut:
Sistem Fiktif

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Peningkatan atau penurunan
pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki
asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-
benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak
yang dinila berdasarkan pendapatan fiktif atau dinila berdasarkan
pendapatan yang salah. Waaupun kesalahan-kesalahan seperti itu bisa
dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya.

Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-
sungguh diperoleh dalam setigp tahun pgak. Berapa besarnya penghasilan
sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, pengenaan paak
dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah
lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun
menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pgak. Pendapatan adalah dasar
pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu
nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pgak atas suatu
anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pagjak dianggap sama
besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian
setelah tahun pgak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai fiskus
disesuaikan dengan kenyataanya dengan jalan mengadakan pembetulan-
pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungutan pajak dari
sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak

yang semulatelah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.
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Hapusnya Utang Pgjak

Ada dua garan yang mengatur timbulnya utang paj ak:

Ajaran formal

Utang pajak timbul karena surat ketetapan pajak. Ajaran ini diterapkan dalam
official assessment system.

Ajaran materiil

Utang pagjak yang timbul karena undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada
self assessment system.

Hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal:

Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pgjak akan hapus karena pembayaran
yang dilakukan ke kas negara.

Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang paak dengan tagihan
sesorang di luar pgjak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi
terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran
paak. Jumlah kelebihan pembayaran pagak yang diterima Wajib Pgak
sebelumnya harus dikompensasikan dengan pagak-pgak lainnya yang
terutang.

Daluwarsa

Dauwarsa diartikan sebagi daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan
penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak
saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pgjak atau
tahun paak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memberikan
kepastian hukum kapan utang paak tidak dapat ditagih lagi. Namun
daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain terjadi apabila diterbitkan
Surat Teguran dan Surat Paksa.
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4) Pembebasan

2.2
221

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena
ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya,
tetapi terhadap sanksi administrasi.

Pajak Daerah
Definisi Pajak daerah

Menurut Siahaan (2005:10) pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan
demikian, pgak daerah merupakan paak yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam  melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena
pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan otonomi daerah, pgjak daerah di Indonesia dewasa ini juga
dibagi menjadi dua, yaitu pajak kabupaten/kota.
Pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah
dalam otonomi daerah (OTODA) . Kewenangan yang diberikan tersebut
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menjadikan tugas
daerah dalam menggali potensi sebesar-besarnya sebagal upaya untuk
mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Salah
satu caranya adalah dengan meningkatkan Pendapatan Adli Daerah (PAD)
dalam bentuk pajak daerah. Adapun pengertian atau istilah yang terkait
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dengan pagak daerah berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1),(10),(44),(45), antaralain :

1)

2)

3)

4)

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pagjak, adalah Kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Subjek Pagjak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak.

Wajib Pgjak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut paak, yang mempunyai hak dan
kewgjiban perpagjakan sesua dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Jenis Pajak
Menurt Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Pgjak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

Jenis Pgjak provins terdiri atas:

a. Pgjak Kendaraan Bermotor;

b. BeaBalik Nama K endaraan Bermotor;

c. Pgak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pgjak Air Permukaan; dan
e. Pgjak Rokok.
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2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

2.2.3
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1)

2)

3)
4)

5)

a. Pgak Hotdl;

b. Pgjak Restoran;

c. Pgjak Hiburan;

d. Pgjak Reklame;

e. Pgak Penerangan Jalan;

f. Pgjak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
0. Pgjak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

I. Pgjak Sarang Burung Walet.

Dasar Hukum

Pgak yang dikenakan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan
hukum untuk kelancaran proses pengenaan dan pemungutannya, begitu juga
dengan pajak daerah. Pgjak daerah mempunyai dasar hukum yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Tarif Pgak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tarif jenis pajak ditetapkan sebesar:

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima
persen)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar
10% (sepuluh persen)

Pagjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen)

Pgjak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
sebesar 20% (dua puluh persen)

Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen)
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6) Pgak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen)

7) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

8) Pagjak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)

9) Pgjak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen)

10) Pgak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh
persen)

11) Pgjak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

2.25 Tata Cara Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak yang terutang dikabupaten jember ditetapkan atas dasar
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bagian kesatu pasal 90 Tentang
pemungutan pajak yaitu:
1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
2) Setigp wajib pajak waiib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
3) Jenispajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat adalah :
a. Pgak reklame
b. Pgak air tanah
c. Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4) Jenis pgjak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
Pajak hotel;
Pajak restoran;
Pajak hiburan;
Pgjak penerangan jalan;
Pajak mineral bukan logam dan batuan;

-~ o o 0 T o

Pajak parkir;
Pgjak srang burung wallet;

- @

Bea perolehan hak atas tanah dan atau bengunan.
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Wajib pajak yang memenuhi kewagjiban perpgakan berdasarkan penetapan
bupati atau peabat dibayar dengan menggunakan SKPD, APPT, atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5)
berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib pgak yang memenuhi kewagjiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan APTPD,SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pajak Restoran
Definisi Pgjak Restoran

Menurut Siahaan (2005:271) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan
restoran. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pgjak atas
Hotel disamakan dengan Restoran dengan nama Pgjak Hotel dan Restoran.
Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak
tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yautu Pajak
Hotel dan Pajak Restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Pgak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan segjenisnya termasuk jasa boga/katering.

Dalam peemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu
diketahui. Menurut Siahaan (2005:272) terminologi tersebut dapat dilihat
berikut ini:
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Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan
katering

Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun,
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di
bidang rumah makan

Pembayaran adalah jumlaah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai
imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada
pemilik rumah makan

Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti
pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengaukan

pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

Objek Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:273) yang menjadi objek Pgjak Restoran adalah
pelayanan yang disediaka oleh restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam
objek Pgak Restoran adadlah rumah makan, cafe, bar, dan sgenisnya
Pelayanan yang disediakan restoran/rumah makan meliputi penjuaan
makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan
penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
Tidak Termasuk Objek Pajak Restoran
Pada Pgak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh
restoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecuaian yang
tidak termasuk objek pajak, yaitu:

a. Pelayanan usahajasa boga atau katering

b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang

peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan
daerah, misalnya sgjatidak melebihi Rp. 30.000.000,00 per tahun.
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Dasar Hukum Pgjak Restoran

Pemungutan Pgjak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar
hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak
yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pagjak Restoran pada suatu kabupaten
atau kota adalah sebagai mana dibawah ini:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang merupakan subjek pajak restoran
adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman
dari restoran. Sedangkan wajib pgjak restoran adalah orang pribadi atau badan
yang mengusahakan restoran.

Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pagjak Daerah, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak
Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya
diterima restoran.

Tarif Pgak Restoran

Tarif pgak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan
dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah
kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pgjak yang dipandang sesuai dengan
kondis masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap

daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif
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paak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak
lebih dari sepuluh persen.

2.3.7 Perhitungan Pajak Restoran
Menurut Siahaan (2005:276) besarnya pokok Pajak Restoran yang
terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus
berikut:

Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran Yang
Dilakukan K epada Restoran

Sedangkan pada pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Cara perhitungan pajak hiburan
yaitu besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai
berikut:

Pajak Terhutang = Tarif x DPP

K eterangan:
DPP : Dasar pengenaan Pgak
Tarif :10%

24 Teori Administrasi
24.1 Pengertian Administrasi
Sejak beberapa orang yang berkumpul (dikumpulkan) membentuk
kelompok-kelompok yang pada akhirnya membentuk organisasi formal telah

banyak usaha para menger maupun para ahli fikir untuk mempelgari dan
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mencari cara yang berhasil guna untuk diterapkan pada kelompok tadi agar dapat
lebih produktif dan berdayaguna mencapa cita-citanya. Hasil pemikliran ini
kemudian menciptakan teknik-teknik atau seni dan juga pengetahuan yang
disebut administrasi (Suganda, 2007 : 4)

Usaha kerjasama kelompok atau administrasi ini timbul didorong oleh
keperluan orang untuk saling bantu karena pada dasranya perorangan akan lebih
sulit mencapal apa yang dikehendaki dikarenakan keterbatasan yang dimiliki.
Dengan bergabungnya dengan orang-orang lain atau dengan mengumpulkan
orang lain serta mel;alui usaha kelompok, sasaran menjadi yang menjadi
kehendak tadi akan terpenuhi setelah terlebih dahulu tujuan kelompoknya
dicapai.

2.4.2 Administrsas Perpajakan

2.5

Administras pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem,
lembaga, dan mengjemen publik. Sedangkan dalam arti sempit memiliki
pengertian penatausahaan dan pelayanan tehadap kewagjiban dan hak-hak
wajib pajak, baik pelaksanaan dan penatausahaan tersebut dilakukan di kantor
fiskus dan dikantor wajib pgak. Termasuk di dalam penatausahaan adalah
pencatatan, penggolongan dan penyimpanan (M assofa, 2008).

Pr osedur

2.5.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang
dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat
tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, selain itu
prosedur juga dapat memudahkan para pekerja dalam menyelesaikan suatu
masalah secara terperinci sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan

sebelumnya.
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Menurut Ardiyose dalam bukunya “Kamus Besar Akuntansi”
(2008:734) Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian
tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian
yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi
dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara beragam.

Akuntans Pajak
Definisi Akuntansi Pajak

Daam Méeliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengidentifikasian,
pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk
memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai
informasi tersebut.
Literatur lain mengatakan bahwa Akuntansi adalah suatu seni pencatatan,
pengukuran, mengiktisarkan dan menginterprestasikan kegiatan perusahaan.
Hal ini sering disebut dengan “Bahasa Perusahaan”. Artinya bahwa:

1. Akuntans merupakan proses yang terdiri dari identifikasi,
pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi.

2. Informas yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam
penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang
bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan definisi: Akuntans pajak adalah proses
pengidentifikasian, pencatatan dan penyampaian, atau pelaporan informasi

ekonomi sesuai dengan aturan perpajakan.

Tujuan Utama Akuntansi
Daam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan
informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha

(Bussines Enterprise) yang hasilnya berupa |l aporan keuangan.
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Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan
yang terdiri atas.

L aporan pendapatan

Neraca

Laporan perubahan modal

o o T @

Laporan arus kas

2.7  Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak
Restoran
Gambar 2.7.1. Bagan arus prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan
Pembayaran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember
1
WAJIB PAJAK BIDANG | (Pendataan
& Penyuluhan)
7\ 7|\ \l/ Z
51 |4 3 BIDANG 2( Penetapan
& Verifikasi)
BANK
PERSEPSI
Keterangan:
1. Wagjib Pgjak:

a) Membawa persyaratan: KTP, berkas Badan Usaha (SITU, SIUP, dil)

b) Mengis formulir pendaftaran/SPTPD Pajak Restoran dan mengembalikan
ke Bidang |

c) Menbayar pajak ke Bank yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

2. Bidang | (Pendataan dan Penyuluhan):

a) Menyerahkan formulir pendaftaran/SPTPD rangkap 6 Pajak restoran

Kepada Wajib Pajak
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a. Lembar 1 diberikan kepada Wgjib Pajak
b. Lembar 2 dikirim ke Bank
c. Lembar 3 dikirim ke Bidang Pembukuan dan Pelaporan
d. Lembar 4, 5 dan 6 diarsip sesuai tanggal

b) Menerima formulir pendaftaran/SPTPD Pagak restoran Yang telah diis
oleh Wagjib Pgak dan melakukan pendataan terhadap formulir pajak
restoran tersebut

c) Mengirim formulir pgak restoran yang telah dilakukan pendataan ke
Bidang Il (Penetapan dan Verifikasi)

Bidang Il (Penetapan dan Verifikasi):

a) Melakukan verifikasi dan penetapan pajak restoran terhutang sebesar yang
diterimadari Bidang |

b) Melakukan validasi formulir pgak restoran/SPTPD dan mengembalikan
ke Wgjib Pgjak

c) Menerbitkan SPTPD pada bulan Juli

Bank Persepsi:

a) Menerima formulir pgak restoran/SPTPD dan menerima uang
pembayaran pajak terhutang dari Wajib Pgjak

b) Memberikan bukti Surat Setoran pajak Daerah kepada Wajib Pajak.

c) Pembayaran kepada Bank Persepsi dilakukan satu bulan setelah wajib
pajak mendapatkan SPTPD.

Penagihan Pajak, Kedaluarsa Penagihan Pajak, dan Ketentuan Pidana
Pajak Restoran
Penagihan Pgjak Restoran

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pagjak
melunasi utang pajaknya. Apabila Pgjak Restoran yang terutang tidak dilunasi
setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk
akan melakukan tindakan penagihan paak. Penagihan pajak dilakukan
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terhadap pgjak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan
pajak dilakukan dengan terkebih dahulu memberikan surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sgenis sebaga awal tindakan penagihan pajak.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sgjak saat jatuh
tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pegjabat yang ditunjuk oleh
bupati/walikota.

Selanjutnya, bilajumlah pgak terutang yang masih harus dibayar tidak
dilunas dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sgenis akan ditagih dengan Surat Paksa.
Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan
tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib
pajak tetap tidak mau melunasi utang paj aknya sebagai mana mestinya.

K edaluwarsa Penagihan Pajak Restoran

Hak untuk melakukan penagihan Pgjak Restoran kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
Kedaluwarsa penagihan Pgjak Restoran dapat ditangguhkan, yaitu apabila
kepada wajib paak diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa atau ada
pengakuan utang pajak dari waib pgak baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam ha diterbitkannya surat teguran dan surat paksa kedaluwarsa
penagihan pajak dihitung sgak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
Pengakuan utang paak oleh Wajib Pgak dibedakan menjadi 2, yaitu
Pengakuan utang pajak secara langsung dan pengakuan utang secara tidak
langsung. Pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunya utang pgak dan belum
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melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan pengakuan utang secara
tidak langsung dapat diketahui dari pengguan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pgjak.

Ketentuan Pidana Pgjak Restoran

Ketentuan pidana merupakan ketentuan yang mengatur pidana
perpajakan bagi para wajib pajak daerah yang terbukti melakukan kesalahan
baik yang sengaja maupun tidak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 pasa 110 dan 111 dijelaskan
mengena ketentuan pidana. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Wajib
Pajak pada Pgjak Restoran. Adapun ketentuan pidana dapat dijel askan sebagai
berikut:

1. Wagjib Pgjak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau

mengis dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak
2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Wajib Pgjak yang dengan senggja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4
(empat) kali jJumlah pgjak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sgjak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pgjak atau berakhirnya Bagian Tahun Pgak atau berakhirnya Tahun
Pajak yang bersangkutan.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA

L atar Belakang Sejarah

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Jember oleh
pemerintah pusat, kedudukan Pusat Pendapatan Jember berada dibawah
naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah.
Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan
secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum
optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah di lingkungannya masing-masing.
Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub
Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SPPD) sekarang sudah menjadi Dinas
Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang
menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung
dengan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instrukss Menteri Dalam
Negeri (MENDEGRI) yang sampa saat ini masih di bawah dan
dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember. Dinas Pendapatan Daerah ini berkedudukan sebagal unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan asli daerah yang dipimpin oleh
seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas
Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris
daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga memiliki Visi dan
Misi. Visi merupakan rencana jauh ke depan yang mana menjelaskan tentang
kemana instans tetap konsisten. Dan vis dinas pendapatan ini digambarkan
dalam proyek lima tahun ke depan tentang struktur dan keadaan pendapatan
daerah yang dicapai dan diwujudkan lima tahun yang akan datang. Daerah
Kabupaten Jember adalah mewujudkan dinas pendapatan yang Antisipatif,
Inovatif, dan Produktif. Mis adalah suatu pelaksanaan yang harus
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dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah jember yang harus sesua visi
yang telah direncanakan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan dan

berhasi| dengan baik setiap tahunnya dengan potensi yang dimiliki.

Misi dinas pendapatan daerah kabupaten jember sebagai berikut:

1.
2.

Merumuskan kebujakan dibidang pendapatan,
Menggali dan melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara

intensif,

3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah,

311

-~ o o 0 T o

Memenuhi pemasukan pendapatan daerah.

Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan
penggalian sumber dana di bidang pendapatan.
Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten
Jember melaksanakan fungsi yang meliputi:
Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan
Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada di kecamatan
Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan
Pengel olaan urusan ketatausahaan dinas
Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku
Membuna, mengelola, dan mengembangkan pasar
Menyediakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya
Menyel enggarakan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan pasar
Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi
masyarakat
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Daam melaksanakan fungsinya Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai

kewenangan antara lain:

a

-~ ® o o T

Q@

Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di
bidang pendapatan

Melaksanakan teknis di bidang pendapatan,

Mengal okasikan sumber daya manusia potensial

Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan

Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja

Menyel enggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah

M el aksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan
pendapatan Daerah

Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

M enetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan
Menyel enggarakan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang
pendapatan

Menyusun rencana bidang pendapatan Daerah

Menyel enggarakan kualifikasi usaha jasa

Menyel enggarakan sistem bidang pendapatan Daerah

Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-
undangan bidang pendapatan Daerah

Menetapkan dan memungut Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI DAN DESKRIPSI JABATAN

Struktur organisasi adalah suatu cara dalam mengatur sumber daya
manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan
organisasi. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintahan,

organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas.
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Menurut The Liang Gie pada Administrasi Perkantoran modern, suatu
organisas dapat benar-benar mencapal tujuan secara penuh, tata organisasi
itu harus memenuhi dua syarat, yaitu efisien dan sehat. Tata organisasi yang
efisien berarti dari sumber-sumbernya, sedangkan struktur organisasi yang
sehat berarti bahwa organisasi itu mempunya bentuk teratur dalam tugas
maupun wewenangnya.

Struktur organisasi dikatakan efektif jikatidak tergantung dari sejauh
mana struktur organisasi itu dapat mendorong atau menghalangi usaha untuk
mencapai tujuan. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember struktur
organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh
pimpinan ( kepala dinas ), sekretaris dan kemudian diikuti oleh kepala bagian
masing-masing jabatan. Bentuk susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember merupakan bentuk organisas fungsional yang mana
wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan
organisas dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang
berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut
bidang kerjanya. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
(Sumber: DISPENDA Jember 2014)

1. Kepala Dinas
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Kepala dinas bertugas memimpin Pendapatan Daerah. Tugasnya yaitu

mel aksanakan dan menangani semua yang ada di Dinas Pendapatan dan tugas

— tugas lainnya. Adapun fungsinya melakukan perumusan kebijakan teknis,

pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis serta tugas — tugas

lainnya.

2. Sekretaris mempunyai fungsi:

a Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-

bidang,
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Menyigpkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan
pertanggungjawaban keuangan,

M el aksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji
pegawai dan inventaris,

Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan
kearsipan,

Menyiapkan datainformasi, keputusan dan hubungan masyarakat,
Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan
semuaunit organisas di lingkungan Dinas Pendapatan,

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pendapatan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata
Usaha

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a

Melakukan pengelolaan tata usaha keungan anggaran belanja langsung
dan belanjatidak langsung,

Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisas anggaran
pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,

Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi,

M el aksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai,

Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi
serta biaya-biayalain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah,
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan,
Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi
daerah ke Kas Dagerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP),

Melakukan pembinaan administrasi keuangan,
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M el aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas.

a

h.

Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun anggaran, baik
anggaran belanja langsung maupun tidak langsung,

Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja
Dinas Pendapatan Daerah,

Melakukan perencanaan terhadap pendapatan Daerah,

Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan
Pendapatan Adli Daerah, bagi hasil pgjak dan bukan pajak,

Menyusun naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Pagjak Daerah dan retribusi Daerah serta pendapatan lainnya,
Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas,

Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas
Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah,

Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

3. Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

a

Melaksanakn penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan
serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil di lingkup Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,

Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi
daerah,

Membuat dafttar wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat
perpajakan dan retribusi daerah,

Membantu melaksanakan pendataan obyek dan subyek Pgjak bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan olah
Direktorat Jendral Pgjak,

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Seksi Pendataan mempunyai tugas:

a

b.

Menghimpunan dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah,
Melakukan pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah di lokas
dan melaporkan hasilnya,

Membantu melaksanakan pendataan obyek dan subyek Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Pgjak,

Membantu Direktorat Jenderal Pgjak dalam penyimpanan arsip hasil
pendataan obyek dan subyek serta dokumen Pgjak Bumi dan Bangunan
(PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan lainnya,

Melakukan pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran
yang telah diisi oleh wajib pgjak daerah dan retribusi daerah,

Membantu laporan tentang formulir pendaftaran wajib pgak daerah dan
retribusi daerah yang belum diterima kembali,

Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi daerah
dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
Menetapkan Nomor Wajib Pgjak Daerah (NWPD),

Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan
penerbitan perijinan,

Penertiban perijinan sesuai dengan peruntukannya,

Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagal bahan pertanggungjawaban,
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendataan dan Pendaftaran.

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:

a

b.

M el aksanakan kegiatan penyuluhan,

Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan
metode penyuluhan tentang paak/retribusi daerah, Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan serta pendapatan daerah
lainnya,
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Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember,
Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebaga bahan pertanggung jawaban,
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendataan dan Pendaftaran.

Bidang Penetapan dan Verifikas mempunyai fungsi:

a

b
C.
d

Melakukan verifikas terhadap obyek pajak daerah dan retribusi Daerah,

. Menerbitkan Surat K etetapan Pajak Daerah dan retribusi Daerah,

Memberikan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi Daerah,

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas:

a

b.

Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah retribusi daerah,
Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan
wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui,

Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat
perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaiatan dengan penetapan,
Melakukan penertiban Surat Ketetapan Pgjak Daerah (SKPD), surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),

Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak
lainnya,

Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana
pemungutan pajak dan retribusi daerah,

Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,
Membantu direktorat Jendral Pgak daam penyampaian Surat
Pemberitahuan Pgjak Terhutang (SPPT) PBB,

Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebaga bahan pertanggung jawaban,
Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan

dan Verifikasi.
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Seksi Verifikas mempunyai tugas:

a

Melakukan verifikas dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah,

Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pgak
Dagerah dan Retribusi Daerah,

Memverifikas data pengajuan perubahan obyek dan subyek wajib pajak
daerah dan retribusi daerah,

Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat ketetapan Pajak
dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wgjib Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah,

Meneliti dan mengkaji atas redlisas penerimaan Pgak Daerah dan
Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya,
Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan,

Menyusun laporan pel aksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan
dan Verifikasi.

Bidang Operasional mempunyai fungsi:

a

Mengadakan koordinasi dengan SKPD penghasil daam rangka
peningkatan penerimaan pajak dan retribusi Dagerah,

Melaksanakan kegiatan intensifikas dan ekstensifikasi dalam rangka
mengoptimalkan pendapatan daerah,

Melakukan koordinasi dengan instans terkait dalam rangka
mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pgak dan bukan pajak,

M el aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Seksi Operasional Bagi Hasil Pgjak dan Bukan Pajak, mempunyai tugas:

a

Melaksanakan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun
pemungutan Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan
Perkotaan,

Mengkoordinasikan pencairan bagi hasil pgak dan bukan pgak dari
pemerintah provins maupun pusat,

Mencatat penerimaan dan pembayaran atau penyetoran Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta menghitung
tunggakannya,

Menyusun laporan secara berkala realisasi penerimaan Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan,

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Operasiona dan Pengendalian.

Bidang Operasional Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas.

a

Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang
berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah,
Merumuskan Langkah-langkah dalam mengintensifikasikan operasioanal
penagihan pgjak Daerah dan retribusi Daerah,

Melaksanakan kegiatan operasioanal penagihan Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah,

Melayani permohonan keberatan atau keringanan atas materi penetapan
pajak dan retribusi daerah,

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Operasional.

12. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

a Mencatat mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau

pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah,

b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga,
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Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penetapan
pajak daerah dan retribusi daerah,

Pelaporan penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran
atau penyetoran pgjak daerah dan retribusi daerah, redisasi daerah, redisas
penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan
tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pgjak Bumi dan Bangunan
(PBB),

Pel aksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

13. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan, mempunyai tugas.

a

Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak lainnya,
Mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi Daerah,

Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pgjak Daerah (SKPD) dan surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya
yang telah dibayar lunas,

Pencatatan bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan Setda
Kabupaten Jember,

Mengadakan koordinas dan pencocokan tentang realisasi penerimaan
pendapatan daerah ke Bagian K euangan Setda K abupaten Jember,
Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan
pel aksanaan penagihan serta pemungutan,

Menginventarisasi dan dokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan,
Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah,

Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga,

Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga,

Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan
pengambilan benda berharga,

Mengevaluasi realisasi pengunaan benda berharga pada unit penghasil,



m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,

n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan
Pengendalian.

Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas:

14.
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a

Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intenfikasi dan ekstensifikasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan
terhadap Wajib Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat
pembayaran sesual peraturan yang berlaku,

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian
dan penindakan terhadap penyalahgunaan Keuangan Pagjak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan
dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku,

Melakukan koordinas penertiban terhadap obyek pajak daerah dan
retribus daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenunhi
kewajibannya,

Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak
daerah dan retribusi daerah,

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Operasiona dan Pengendalian.

Lokasi Magang Kerja

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beralamat di J. Jawa No. 72

Kecamatan Sumbersari Jember, Jawa Timur. Adapun batas-batas |okasi
sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan Jawa,

b.

Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan Halmahera,



c. Sebelah timur berbatasan dengan Dinas Pariwisata K abupaten Jember,

3.2.3 Jam Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember saat ini telah melaksanakan
limahari kerjadalam 1 minggu dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Hari kerjanyaadalah Senin sampai Jum’at

2) Jam Kerjanya:

a Senin—-Jum’at : 07.00-15.00WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB
b. Jum’at : 07.00-15.00WIB
Istirahat : 11.00-12.30WIB

c. Sabtu-Minggu : Libur

3) Senam pagi diadakan setiap hari jum’at mulai jam 07.00 sampai dengan
selesai

4) Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai.
Karyawan diwagjibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah
karyawan yang hadir, serta berdo’a untuk mendukung kelancaran dalam
bekarja

5) Upacara bendera diselenggarakan dengan ketentuan khusus setiap tanggal 17
Agustus di alun-alun Jember.
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Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan program wajib yang harus
dilaksanakan oleh Mahasiswa D IlIl Perpgakan guna menyusun laporan
Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu
syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.
Adapun syarat bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja
Nyata tersebut apabila telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS
maka mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata, apabila kurang
dari 100 SKS maka mahasiswa tersebut tidak dapat melaksanakan Praktek
Kerja Nyata. Praktek Kerja Nyata sebagai acuan untuk menyusun laporan
tugas akhir dan pelaksanaannya dilakukan setelah laporan hasil studi dan
Program Rencana Studi diprogramkan oleh mahasiswa yang melaksanakan
Praktek Kerja Nyata. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di
BUMN, BUMD, instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta
dengan syarat yang telah ditentukan oleh instansi.

Pel aksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember yang dimulai tanggal 11 Agustus dan berakhir 11
September 2014. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti dan
mempelgari  Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan pembayaran
Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Praktek Kerja Nyata harus dilakukan sesuai kurikulum dan program
yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Berikut
tahapan yang akan dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan Praktek
KerjaNyata, diantaranya adalah sebagal berikut:

. Pembekaan

Sebelum Praktek Kerja Nyata dilaksanakan, mahasiswa di wajibkan mengikut
pembekalan yang dilakukan oleh pihak Fakultas yaitu memberikan

45
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pembekalan kepada mahasiswa tentang syarat-syarat dan mekanisme yang
harus dipenuhi dalam pel aksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata
diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja
Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa
daam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, . Selanjutnya mahasiswa
melakukan survel ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.
Melakukan observasi ke suatu lembaga bagi mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan melaksanakan, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
telah bersedia untuk dijadikan objek atau pel aksanaan Praktek Kerja Nyata.
Pengajuan proposal PKN digjukan langsung kepada pihak Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember. Setelah proposal disetujui oleh pihak Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember, memberikan surat balasan. Fakultas mengeluarkan surat
tugas yang telah disetujui oleh dekan kepada mahasiswa untuk melaksanakan
PKN sesual waktu yang telah ditentukan.

Tempat, Waktu, dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.
Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember pada tanggal 11 Agustus sampa 11 September 2014.
Daam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini, mahasiswa menyesuaikan
dengan jam kerjainstansi. Daftar jam kerja yang berlaku di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :
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Hari Senin s/d Kamis
JamKerjal :07.00-12.00 WIB

Istirahat :12.00 - 13.00 WIB
Jam Kerjall :13.00-15.30 WIB
Hari Jum’at

Jam Kerjal :07.00-11.00 WIB
|stirahat :11.00 - 13.00 WIB

Jam Kerjall :13.00-14.30 WIB
Hari Sabtu dan Minggu libur

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada
Bidang | (satu) yaitu bidang Pendataan dan Penyuluhan. Dalam Praktek Kerja
Nyata ini penulis dapat mengetahui langsung dan mempraktekkan teori yang
pernah didapat sewaktu kuliah, selaain itu penulis juga mengumpulkan data-
data mengenai pgak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata
Sebagai rangkaian dari kegiatan selama praktek kerja nyata di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagal berikut:
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Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Waktu Jenis Kegiatan Penanggung Hasil
Pelaksanaa Jawab
n
(@ (b) (© (d)
Minggul 1. Penulis diterima untuk 1. Ibu. Dra . Mengetahui macam-
Praktek Kerja Nyata Ernawati macam paak yang
115d 15 (PKN) di Dinas Puji ada di Dinas
Agustus Pendapatan Daerah Bapak Pendapatan Jember
2014 Kabupaten Jember Sulaman 2. Mengetahui tentang
2. Penempatan kegiatan Bapak pajak restoran dan
yang telah ditentukan Drs. peraturan yang
oleh pihak instans yaitu Siswoyo berlaku
dibagian pendataan dan . Mendapatkan
penyuluhan pengetahuan
3. Pengenaan penulis mengenai SPT untuk
dengan kepala bagian Wajib Pgak Badan
pendataan dan Usaha/ Pemilik
penyuluhan beserta . Memahami yang
karyawan Dinas dimaksud dengan "
Pendapatan Daerah Pihak Ketiga™"
Kabupaten Jember . Mendapatkan data
4. Mempelgjari Buku mengenai  Laporan
Indeks Kepuasan Rekapitulasi
Masyarakat Dinas Redlisasi
Pendapatan Penerimaan
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@

(b)

(©)

(d)

Kabupaten
Jember

5. Sharing terkait macam-
macam paak yang ada
di Dinas Pendapatan
Jember

6. Sharing terkait paak
restoran dan peraturan
yang berlaku

7. Apel pagi

8. Mempegari SPT
Untuk  Wajib  Pajak
Badan Usaha/ Pemilik

9. Sharing terkait pagak
restoran dan  yang
dimaksud dengan
Pihak Ketiga " dengan
Pak Yusuf dan Pak
Sulaiman

10. Mempel gjari tentang
pajak daerah dan
peraturan lainnya

11. Mendapatkan data
mengenai Laporan

Rekapitulasi Redlisas

Pendapatan Daerah
Kabupaten

Jember §/d Bulan 31
Desember 2013.

. Mendapatkan data

terkait visi misi
Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten

Jember

. Mengetahui cara

mengisi SPT Pajak
Restoran
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@

(b)

(©)

(d)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Penerimaan Pendapatan
Daerah Kabupaten
Jember s/d Bulan 31
Desember 2013
Mempel gjari
Rekapitulasi Redlisasi
Memasukkan data pgak
hiburan pada  Surat

Laporan

Perforasi

Mempelgjari cara
menghitung pajak
restoran berdasarkan

ketentuan dan tarif yang
berlaku

Mempelgjari Buku
Kualitas Pelayanan
Publik Dinas
Pendapatan K abupaten
Jember

Mencocokkan SPT
dengan SKPD Wagjib
Pajak

M endapatkan data

terkait visi misi
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@

(b)

(©)

(d)

Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten
Jember
18. Mempelgari SPT Pgak
Restoran dan cara
mengisinya
19. Memasukkan data
SKPD pajak hotel tahun
2014
20. Mempelgari Buku
Laporan  Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pendapatan
Kabupaten
Jember
21. Mengarsip SPT pagak
hiburan
22. Apel sore
Minggull 1. Aped pagi 1. Bapak 1. Mendapatkan data
2. Mendapatkan data Mushodd terkait Struktur
18 terkait Struktur aq Organisasi Dinas
Agustus — Organisasi Dinas Pendapatan
22 Pendapatan Kabupaten Kabupaten
Agustus Jember dari  Bagian Jember dari Bagian
2014 Umum Umum
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@

(b)

(©)

(d)

10.

Mencocokkan SPT
dengan SKPD Wagjib
Pajak

Memasukkan data SPT
paak parker ke buku
besar

Mengarsip SPT pgak
parkir

Memasukkan data SPT
Pajak hiburan ke buku
besar

Mengarsip SPT pgak
hiburan

Mempelgjari SPT pajak
dan Retribus Daerah
(Pengelolaan Pemerintah
Daerah dalam Aspek
Keuangan Pgak dan
Retribusi Daerah)
Mempelgari Buku
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah Kabupaten
Jember Th 2019-2015
Mendapatkan data
terkait sgjarah

. Mendapatkan

pengetahuan
mengenal Pgjak dan
Retribusi Daerah
(Pengelolaan
Pemerintah Daerah
dalam Aspek
Keuangan Pgjak dan
Retribusi Daerah)

. Mendapatkan  data

terkait sgjarah
singkat  berdirinya
Dinas  Pendapatan
Kabupaten

Jember di Bagian

Umum

. Mendapatkan

Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor 28 Th 2009
tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

. Mendapatkan data

atas Readlisasi
Penerimaan Pajak
Th 2012 dan 2013
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@

(b)

(©)

(d)

11.

12.

13.

14.

15.

singkat berdirinya Dinas
Pendapatan K abupaten
Jember di Bagian Umum
Mempelgari Buku
Pengelolaan  Keuangan
Daerah pada Dinas
Pendapatan K abupaten
Jember

Mengurutkan SPT pajak
reklame berdasarkan No
Kohir

Memasukkan data SPT
paak reklame ke buku
besar

Mengurutkan SPT
golongan 2 dan
golongan 4

Mempelgari  Undang-
Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Th
2009 tentang Pagjak
Daerah dan Retribusi
Dagerah

dari Bidang
Penagihan,Pengenda
lian dan Pelaporan

. Mendapatkan ilmu

mengenai pajak
hiburan dan pagjak
reklame
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@

(b)

(©)

(d)

16.

Mendapatkan data atas
Redlisasi
Pajak Th 2012 dan 2013
dari Bidang Penagihan,

Penerimaan

Pengendalian dan
Pelaporan
17. Sharing terkait paak
restoran dan pgak
reklame dengan Pak
Luluk selaku Kabid PBB
18. Apel sore
Minggu lll 1. Apel pagi Bapak. . Mengetahui
2. Memasukkan data SPT Samsul mengenai Surat
25 paak hiburan ke buku Bapak Permintaan Perforasi
Agustus - besar Drs. untuk pajak hiburan
29 3. Mengarsip SPT pgak Siswoyo . Dapat memisahkan
Agustus hiburan SKPD Pgjak Daerah
2014 4. Memasukkan data SPT . Dapat mengurutkan
pajak parkir ke buku data pgjak reklame
besar berjalan
5. Mengarsip SPT pagak . Mengetahui
parkir bagai man mencatat
6. Mencocokkan SPT dan memasukkan
dengan SKPD Wagjib data SPT Pgjak
Pajak
7. Mengurutkan SPT
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@

(b)

(©)

(d)

berdasarkan No Kohir

Daerah

8. Mencatat data pagak 5. Menyalin rekapan
reklame berjalan ke bulanan pajak parkir
buku besar ke buku besar

9. Sharing terkait  Surat
Permintaan Perforasi
untuk paak restoran
dengan Pak Siswoyo

10. Apel sore

Minggu IV 1. Apel pagi 1. lbu Shanti 1. Mendapatkan data
2. Mengurutkan data pajak 2. Bapak terkait pajak hiburan
3 reklame berjalan Samsul 2. Dapat memisahkan
September 3. Mencatat data pagak SKPD Pgjak Daerah
-11 reklame berjalan ke 3. Dapat mengurutkan
September buku besar data pgak reklame
2014 4. Memasukkan data SPT berjalan
paak parkir ke buku 4. Mengetahui
besar bagai man mencatat

5. Mengarsip SPT pgak dan memasukkan
parkir data SPT Pagjak

6. Memisahkan SKPD Daerah
Pajak hotel berdasarkan Menyalin rekapan
no kohir bulanan pajak parkir

7. Memisahkan SKPD ke buku besar

Pajak restoran
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@

(b)

(©)

(d)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

berdasarkan no kohir
Memisahkan SKPD
Pajak restoran
berdasarkan no kohir
Menyalin rekapan
bulanan pajak parkir ke
buku besar

Memasukkan data SPT
paak hiburan ke buku
besar

Mengarsip SPT pgak
hiburan

Sharing dengan Pak
Yusuf terkait pagak
restoran

Mengarsip data pgak air
bawah tanah

Berpamitan kepada
pegawai Dinas
Pendapatan Daerah
Kabupaten

Jember

Apel sore
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Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan kegiatan penulis kemudian segera membuat Laporan
Praktek kerja Nyata sesuai dengan data-data yang penulis peroleh ketika
melakukan Praktek kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember. Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebelum membuat
laporan adalah sebagal berikut:
Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta
bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul
yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat |aporan Praktek Kerja Nyata
(PKN) ke akademik;
Membuat |aporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Hasil Praktek Kerja Nyata

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang cukup besar dan
berperan penting untuk perkembangan pembangunan Negara. Pengeluaran
belanja Negara dibiayai dari sektor pgjak guna kemakmuran bersama. Oleh
karenaitu, penerimaan negara dari sektor pajak sangat perlu ditingkatkan.

Pgjak Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi
sumber Pendapatan Asli Daegrah (PAD) di Kabupaten Jember yang
pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Penerimaan Pgjak Restoran di Kabupaten Jember sangat dipengaruhi oleh
banyaknya restoran dan proses sistem pemungutannya.

Pgak yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember sebanyak 11 jenis Pgjak Daerah salah satunya adalah Pajak
Restoran. Pgjak tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem
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pemungutan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember adalah self assessment system.

Identifikasi Subjek, Objek, Transaksi Perpajakan di Tempat Praktek
Kerja Nyata
Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak restoran adalah
orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari
restoran. Sedangkan wajib pgak restoran adalah orang pribadi atau badan
yang mengusahakan restoran.

Sedangkan yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang
disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsums di tempat
pelayanan maupun di tempat lain. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar,
Jasa Boga/K atering, Bakery dan Depot. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran
adal ah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak
melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Di wilayah Kabupaten Jember pada bulan Januari sampai bulan Juli
2014 tercatat 249 Wagjib Pgjak Restoran yang sudah terdaftar di  Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.2.1 Jumlah Restoran Kabupaten Jember bulan Juli 2014:

No. Nama Objek Pgjak Objek Pajak
1 Ajung 2
2 Ambulu 13
3 Arjasa 4
4  Baung 12
5 Bangsalsari 2
6  Gumukmas 5
7  Jenggawah 2
8  Jombang 5
9 Kalisat 3

10 Kaliwates 65

11 Kencong 11

12 Mayang 1

13 Mumbulsari

14  Pakusari

15 Panti

16  Patrang 16

17  Puger 6

18 Rambipuji 17

19 Semboro 1

20  Sukorambi 4

21  Sukowono 5

22 Sumberbaru 3

23  Sumberjambe 1

24 Sumbersari 40

25 Silo 1

26  Tanggul 8
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27 Umbulsari 8
28 Wuluhan
Jumlah 249

4.2.2 Dasar Pengenaan Pgjak Restoran

Dasar Pengenaan Pgjak Restoran menurut Peraturan Daerah No 3
Tahun 2011 tentang pajak restoran adalah pungutan pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran. Dasar pemungutan pgak restoran adalah jumlah
pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Besarnya
tarif pgjak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok
Pgjak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan dasar pengenaan pa ak.
Contoh perhitungan Pgjak Restoran:
Depot Anda yang beralamat di Jalan Rambipuji Balung Jember dengan
NPWPD P200005202908 pada masa pagak bulan Juni mendapat omset
sebesar Rp. 6.300.500,- per bulan. Besarnya Pgak Restoran yang harus
dibayar oleh Depot Anda pada bulan Juli dan paling akhir bulan Agustus
adal ah sebagai berikut:
Pagjak Terutang = Omset x Tarif

= Rp. 6.300.500,- x 10%
= Rp. 630.050,-

Jadi besarnya pagjak yang dibayar pada bulan Agustus oleh Depot Anda adalah
Rp. 630.050,-.

Dari perhitungan tersebut, penjurnalan dalam sistem akuntansi adalah
sebagal berikut:
Kas Rp. 630.050,-

Pajak Restoran Rp. 630.050,-
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Daam menghitung omset restoran diperhitungkan masa ramai dan masa sepi
pembeli. Untuk menghitung besarnya omset yang menjadi Dasar Pengenaan
Pajak adalah sebagai berikut:

Omset Restoran = (Jumlah kursi X masaramai x turn over x jumlah hari x
hargarata-rata) + (jumlah kursi x masa sepi x turn over X jumlah hari x

Harga rata-rata)

Atau

Omset Restoran = (Sx Phx Tox D x Pr) + (Sx Qhx To x Pr)

Keterangan :

Jam ramai dianggap semua kursi tersedia biasanya 100% terisi 1-2 jam jumlah
buka.

Jam sepi adalah sisa jam usaha, biasanya tempat duduk yang berkisar antara
5-20 persen.

Prosedur Pajak restoran
Prosedur Pendaftaran Pgjak Restoran

Untuk mendapatkan data wajib pgak (Depot Anda), dilaksanakan
pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran diawali dengan
mempersigpkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran
kemudian diberikan kepada wajib paak. Setelah dokumen disampaikan
kepada wajib pgak, wajib pgak mengis formulir pendaftaran dengan jelas,
lengkap dan menghitung jumlah pagak restoran terhutang atas Depot Anda
pada bulan Juni yaitu sebesar Rp 630.050,- serta mengembalikan kepada
petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran yaitu paling
lama 1 hari.
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Gambar 1. Bagan arus prosedur pendaftaran pajak restoran di Dinas
Pendapatan Daerah kabupaten Jember:

Wagjib Pagjak BIDANG | (PENDATAAN

1. Membawasyarat: DAN PENYULUHAN)

a Fotokopi KTP N 1. Menerimasyarat dari WP

b. Berkas badan usaha 2. Memberi blangko
c. dil pendaftaran

2. Mengis formulir
pendaftaran

K eterangan:

4.3.2

Prosrdur Pendaftaran Pgjak Restoran pada Bidang 1

Mengisi:

Wajib Pgjak mengisi formulir dan meminta TTD serta melampirkan foto kopi
KTP dan berkas badan usaha.

Menerima
Bidang Pendataan dan Pelayanan menerima persyaratan dan formulir yang
telah diisi oleh Wagjib Pagjak.

Prosedur Pendataan Pgjak Restoran

Prosedur pendataan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember yaitu setelah wajib pagjak melakukan pendaftaran dan
mengisi formulir dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikan
kepada petugas. Data-data yang telah diperoleh dari wajib pajak oleh petugas
dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas
Pendapatan berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk
menerbitkan NPWPD untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWPD.
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Gambar 2. Bagan arus prosedur pendataan pajak restoran di Dinas
Pendapatan daerah kabupaten Jember:

BID.PENDATAAN & PENYULUHAN .
Tidak Lengkap
Mengoreksi kelengkapan formulir
peendaaftaran, KTP, Surat ljin
Usaha dll WAIJIB PAJAK

Formulir pendaftaran, KTP, &
Surat ljin Usaha dikembalikan

Berdasarkan formulir & KTP,
menerbitkan NPWPD

Keterangan:

4.3.3

Mengoreksi

Mengoreks kelengkapan formulir dan foto kopi KTP jika tidak valid/benar,
maka formulir dan KTP dikembalikan kepada Wajib Pgjak untuk dilengkapi
kembali oleh Wajib Pajak

Jika kelengkapan formulir dan foto kopi KTP sudah benar, maka Bidang
Pendataan dan Penyuluhan menerbitkan NPWPD dan memasukkan data ke
situs informasi Dinas Pendapatan.

Dikirim

Formulir dan foto kopi KTP dikirim ke Bidang Penetapan dan Verifikasi.

Prosedur Penetapan Pgjak Restoran

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi Wjib paak) wajib
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak
Restoran yang terutang dengan menngunakan Surat Pemberitahuan Terutang
Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib
pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah,
menetapkan dan memvalidasi Pajak Restoran terhutang atas Depot Anda pada
masa pgjak bulan Juni sebesar Rp 630.050,-. Pgjak yang terhutang harus



64

dilunas oleh Depot Anda paling lama tiga puluh hari sgak diterimanya
SPTPD oleh wgjib pajak.
Gambar 3. Bagan arus prosedur penetapan pajak restoran di Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

BIDANG | (PENDATAAN BIDANG Il (PENETAPAN DAN
DAN PENYULUHAN) VERIFIKASI)
Data-data yang telah ' | Memvalidasi dan M enetapkan pajak
diterimadikirim ke bidang terhutang
1

K eterangan:

4.3.4

Bidang Penetapan dan Verifikasi
Menerima:
Menerima formulir dan foto kopi KTP dari Bidang Pendataan dan

penyuluhan.

Menerbitkan:

Bidang Penetapan dan Verifikast menerbitkan SPTPD dan memvalidasinya.
Wajib Pajak

Berdasarkan SPTPD wajib pajak melakukan pembayaran di Bank

Prosedur Pembayaran Pajak Restoran

Pembayaran paak dilakukan dengan menggunakan  Surat
Pemberitahuan Terhutang Pgjak Daerahh (SPTPD). Pembayaran pajak harus
dilakukan sekaligus atau lunas. Depot Anda melakukan pembayaran pada
bulan Agustus sebesar Rp 630.050,- di bank persepsi. Kepada wajib pgak
yang melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan
dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat
pembayaran pagjak yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk

tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian,
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pembayaran pajak akan mudah terpandu oleh prtugas Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember. Disamping itu bentuk, isi, ukuran buku
penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan
bupati/walikota.

Gambar 4. Bagan arus prosedur pembayaran pajak restoran pada Dinas

4.4

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

LOKET PEMBAYARAN (BANK JATIM

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN
WAJIB PAJAK JEMBER)

> 1. Menerima SPTPD beserta besrnya
paak yang terutang

SPTPD 2. Memberi SSPD (Surat Setoran
Pajak Daerah) kepada wajib pajak

Wajib Pgjak membawa

Bank

Menerima

Menerima SPTPD dan besarnya jumlah pgjak yang terutang (uang tunai) dari
wajib pajak.

Menerbitkan:

Menerbitkan SSPD (Surat Setoran Pgjak Daerah).

Penilaian Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran
Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Prosedur pendaftaran Pgjak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember sangatlah mudah dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak
tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendaftar, karena setelah wajub
pajak menyerahkan syarat-syarat yang dibutuhkan. Berdasarkan kegiatan pada
saat Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis di Dinas Pendapatan Daerah
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Kabupaten Jember yang merupakan dinas yang bertugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan sudah
berjalan dengan baik. pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
mempunyai letak strategis sehingga tidak menyulitkan wajib pajak dalam
membayarkan pajaknya karena mudah dijangkau oleh alat transportasi umum.
Lingkungan Dinas sangat bersih, rapi dan nyaman selain itu, pegawal sangat
ramah dan penuh dengan sikap kekeluargaan.

Dalam proses pelayanannya, petugas sangat sopan dan ramah dalam
melakukan sosialisasi maupun dalam menjawab pertanyaan sehingga wajib
paak tidak segan untuk bertanya mengenai pajak daerah khusunya pajak
restoran. Petugas harus pandai dan aktif dalam menjawab pertanyaan dari
wajib paak karena termasuk salah satu bentuk sosialisasi pajak. Dalam
melakukan sosialisasi pgjak petugas menjelaskan bagaimana prosedur
pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pgak daerah khusunya
pajak restoran. Sehingga wajib pgjak tahu prosedur yang benar dan yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya setiap 1 (satu) bulan sekali
Secarateratur.

Dari hasil pengamatan penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan Self Assessment
System. Sistem ini yang berperan aktif adalah wajib pajak mulai dari
menghitung sendiri pajak terutangnya sampai dengan proses pembayaran.
Depot Anda menerima SPTPD pada bulan Juli dan pembayaran pajak
terhutang dilakukan satu bulan setelah diterimanya SPTPD yaitu pada bulan
Agustus.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembet yang berkaitan dengan
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran
menggunakan 2 (dua) dasar hukum. Dasar hukum tersebut adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari penilaian di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sudah
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang berlaku saat ini.



5.1

BAB 5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur
Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pgak Restoran pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan Self Assessment
System. Dalam mekanisme tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pajak Restoran yaitu pengisian formulir oleh wajib pajak
. Pendataan Pgjak Restoran yaitu proses pencatatan ke dalam buku pendataan

dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas Pendapatan

. Penetapan Pgjak Restoran merupakan suatu proses menetapkan besarnya

hutang paak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah
(SPTPD).

. Pembayaran Pgjak Restoran dilakukan di Bank Jatim yang berada di Kantor

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak
Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tersebut sudah
sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan didasarkan pada 2 dasar hukum
sebagai berikut:

. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pgjak Daerah

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat

bagi kontribusi kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik serta

tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember
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Lampiran A : Surat Permohonan Tempat Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL Kali — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 2828/UN25.1.2/SP/2014 13 Agustus 2014
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

JI. Jawa No.72 Jember

Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa program Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang
Saudara pimpin.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM Program |
1. | Sela Maulida 110903101029 D-1ll Perpajakan |
2. | Lail Safitri 110803101049 D-lll Perpajakan
3. | Shanti Kurnia Ningsih | 110903101052 D-lll Perpajakan
4. | Oktifa Fitriyanti 110803101061 D-lll Perpajakan
5. [ Lailatul Mashuroh 110903101066 D-1Il Perpajakan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

' Dr. Hary Yuswadi, M A
P 19520727 198103 1 003



Lampiran B

- Surat Diterima Magang

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 & 337112 JEMBER 68121

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Jember, 18 Agustus 2014

2828,-’6?!,-’422!2014 Kepada

Penting Yth. Dekan Fakultas Iimu Sosial dan Iimu Politik
- Universitas Jember

Permohonan Tempat Magang di-

JEMBER

Memperhatikan surat Saudara Dekan Fakultas Iimu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember Nomor : 2828/UN25.1.2/SP/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia

menerima Mahasiswa/i Saudara atas nama :

@ 1 Nama | NIM | Program Studi
Sela Maulida | 110903101029 D-1I1 Perpajakan

2 | Lalil Safitri | 110903101049 D-II Perpajakan

3 | Shanti Kurnia Ningsin | 110903101052 D-III Perpajakan

4 | Oktifa Fitriyanti '| 110903101061 D-III Perpajakan
F Lailatul Mashuroh | 110903101066 D-II Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2014 s/d 11 September 2014 untuk melaksanakan -
Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

AR=KERALA DINAS PENDAPATAN
TpA K ATEN JEMBER
“SEKRETARIS
S

NIP. 19640106 199703 1 004



Lampiran C : Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS IL MU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
ail ; fisip@unei.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2002/UNZ25.1.2/SP/2014

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor
2828/691/422/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Permohonan Tempat Magang, maka
dengan ini Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan

kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No. Nama NIM Program Studi
1. | Sela Maulida 110903101029 D-111 Perpajakan
2. | Lail Safitri 110903101049 D-111 Perpajakan
3. | Shanti Kurnia Ningsih 110903101052 D-II1 Perpajakan
4, | Oktifa Fitriyanti 110903101061 D-111 Perpajakan
5. | Lailatul Mashuroh 110903101066 D-11I Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung
mulai tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 11 September 2014.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Agystus 2014

Disampaikan Kepada:
1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan



LampiranD : Surat Tugas Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

). Kal — Kampus Teg; !c]p (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
mail ; fisipunej@telkom net. Telp, (0331} 333736

SURAT TUGAS
Nomor : 3453/UN.25.1.2/5P/2014

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas
Timu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan
Iimu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, MA
NIP : 195402021984031004
Jabatan : Lektor Kepala

Pendidikan Tertinggi  :S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Sela Maulida
NIM 1110903101029
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak
Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure of Registration Data Processing, Determination and Payment
of Restaurant Tax at Revenue Departement Jember Regency

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jembat): 1 Oktaber 2014
Pembantu-Dekan Bidang Akademik ,

Tembusan .

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan Himu Adrministras?

Ketua Program Studi Diploma [IT Perpajakan
Kasubag. Kevangan & Kepegawaian
Mahasiswa yang bersangkutan

Arsin

Tl



Lampiran E  : Daftar Hadir
D
Tempat KK : BIDANG I
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER
KETERANGAN
NO NAMA TANGGAL PAGI SIANG
DIN | SAKIT| T.K
1 |SELA MAULIDA 11 AGUSTUS 2014 w

12 AGUSTUS 2014

13 AGUSTUS 2014

14 AGUSTUS 2014 | St Saut

15AGUSTUS 2014 | Swll— | S

16 AGUSTUS 2014 || {\syr Livur

17 AGUSTUS 2014 || 1uyx Lipur

18 AGUSTUS 2014 | Sl | Sy

19 AGUSTUS 2014 SWP Sl

20AGUsTUS 2014 | S | S

21 AGUSTUS 2014 | Sl Sl

22 AGUSTUS 2014 | Sawil _gw.}"(

23 AGUSTUS 2014 || oyt Libur

24 AGUSTUS 2014 | |1 pyr Loy

2sacustus 2014 | i | Sk

26 AGUSTUS 2014 | Sl | Sl

27acustus 2014 | Sl— | Sl

acustus 2014 | S | Gt

29AGUSTUS 2014 | Sl | Sl

30 AGUSTUS 2014 | iy Libyr

31 AGUSTUS 2014 | Libyr Libyr
Jember,  AGUSTUS 2014

4 . UMUM DAN KEPEGAWAIAN
£y DAPATAN KABUPATEN JEMBER

T
i




E ERJA
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Tempat KK . BIDANG I
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER
NO NAMA TANGGAL PAGI SIANG
DIN | SAKIT
1 [SELA MAULIDA 1 SEPTEMBER 2014 | il | Swl

2sepremeer 2014 | Syl | Sl

3 SEPTEMBER 2014 | Ty S

4 sePTEMBER 2014 | - Sl | Swide

5 SEPTEMBER 2014 | Cyylb Sud-

6 SEPTEMBER 2014 | [\lbyr Libur

7 SEPTEMBER 2014 | [ibur Libur

8 SEPTEMBER 2014 | Zym | Syl

9sepTemBER 2014 | S p—| Suml-

10 sepreMBer 2014| S | G

11 sepremeer 2014| Syt | Sl

Jember, SEPTEMBER 2014
KA. SUB. BAG, UMUM DAN KEPEGAWAIAN

-

%@N%RATAN KABUPATEN JEMBER
(& p)




Lampiran F  : Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
L. Kelimantan Kampus Tegalboto Talp, 0331-335586, 351342 Fax. (831-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unef@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN ANGKA HURUF
1__ |Penguasaan Materi Tugas 73 Tujuh plh sembilan
2 |Kemampuan / Kerjasama 19 Tujuh plh sembiln
3 |Ftka 50 Delapgn puluh
4 |Disiplin 79 Tujuh plh sembilan
NILAI RATA - RATA 317. |Tiga r=tus tujoh|belas.

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama 3

Jurusan - limu Administrasi
Program Studi . Diploma Il Perpajakan
Yang menilai :

Nama

PEDOMAN PENILALAN :
NO. ANGKA | HURUF KRITERIA
1 80 > A Sangat Baik
2 70-79 B Baik
3 60-69 c Cukup Baik
4 50 - 59 D Kurang Baik




Lampiran G : Daftar Kegiatan Bimbingan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121

Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

Nama

NIM

Jurusan
Program Studi
Alamat

Judul Laporan

: Sela Maulida
: 110903101029

: IImu Administrasi

: Diploma III Perpajakan

: Dusun Bendelan Arjasa Jember

( dalam Bahasa Indonesia )

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

( dalam Bahasa Inggris )
Procedure of Registration, Data Processing, Determination and Payment of Restaiurant Tax

at Revanue Department Jember Regency

Dosen Pembimbing : Drs. H. Sugeng Iswono, MA.

NO Hari / Tanggal Jam Uraian Kegiatan Ts::ii;?l;izn
1|Senin / 1 September 2014 09.15 ACC Judul I
2|Senin / 15 September 2014 10.35 Revisi bab 1,2,3,4,5 i
3|Selasa / 23 September 2014 |11.15 __ |Revisi bab 1 -
4|Senin / 29 Oktober 2014 10.40 Revisi bab 1,4 :
5|Rabu / 1 Oktober 20114 14.36 Revisi bab 2,3
6|Kamis / 2 Oktober 2014 08.33 Revisi bab 4,5 b
7|Se;asa / 7 Oktober 2014 14.36 |ACC Ujian 0

Catatan :

1. Harap dibawa setiap kensultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

2. Diserahkan ke Bagian Akademik pada mendaftar ujian Laporan Akhir (Laporan Hasil PKN)




LampiranH : Contoh SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER _

DINAS PENDAPATAN
JI. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER LEMBAR 5

SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK RESTORAN
( SPTPD - RESTORAN )

1. Nama Wajib Pajak: ......... .
2. Nama Usaha
2L o O HE S R 4SS ST o
4. Alamat T H e R et s
5. Jenis Usaha : Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/
Katering;-Bakery, Depot. * )
6. Masa Pajak Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep [ Okt [Nov | Des
7. Tahun Pajak 1 el e e A RS S R R e
8. Nilai Penjualan RPIQBEXITOD i per bulan
9. Jumlah Pajak Terhutang ( 10%) : Rp.. Lol
(Eixve ety Lid 00 PRVKRY WAL LM A B B T s )
10. Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak......... ..o, buah

11. Informasi lain-lain :
a. Jumiah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak Sty orang /hari

b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak ...................orang/hari

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Jin. Rambipuji 89 Balung - Jember |
| 10331} 3507256 / (0336) 621425 |"
T——namaiengkas_siempel & inda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.




Lampiran|  : Bukti Setor Bank Jatim

[ simpeda O sikius

bankjatim
E‘.a‘lm‘n‘g_..;q._ Lainirya
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Undang-Undang  Repubik  Indonasis Nomor 8 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahup 1083 Momor 43, Tambahan Lercharan Negara
Republik Indoncsin Nemaor 3282), schagaimana telah didbal terakhir
kefige dengan Uncang-Undang Hepualik Indonesia Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Megara Hapublit Indonssia tahun 2007 Nomer 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3118);

Undang-Undang Republik Indonasia Momeér 19 Tahun 1997 [antahg
Pepagihan Pajak dengan Surat Poksa (Lembaran MNegara Republik
Indnnesia Tahun 1997 Nemor 54, Tambahan | eémbaran Negara Republik
Indonesa Nomer 330@1) sebagalmana telah divbah ecngen Undang-

Upidany Repubik Indonesia Numur 18 Tabun 2000 (Lambaran Negara.

Republik Indoresia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomer 4048);

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 28 lahun 1999 teniang
Fenyelenggaraan Megara yang Bersih dan Beoas dari Korupsi, Kolust dan
Nepoiisme  |Lembatan Nepais Republik Indongsia Tahun 1899 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nemer 3851);

Undang-Undang Republil Indunesia Nemor 7 Tahun 2004 Tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahtn 2004
Momor 32, Tambehan Lembaran Negara Republik tnduresia Nomer
4377%

Undang-Undang Repubiik Indongsia Nomor 10 Tehun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan  PerUndang-Undangan {Lembaran Nﬁgara
Rispublik Indoneria Tahun 2004 Neimier 53, Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomar 4369);

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 32 Tahun 2004 Téntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomer 125, Tambahar Lembaran 1

14 Momor 4437); samggmm

felah dua kali diubah, terakhir dengan Undangiindang Republik.

Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Repusik Indonesia
Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembaran Nogara Republik Indohssia
Momor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemgdmah Pusal dan Pemerntah
Daerah (Lembaran Negara Reputlik indonesia Tahun 2004 Nomer 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4438);
Undang-Undang Republik Indenesia Nomor ‘38 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Megara Republik Indenesis Tahun 2004 Memor 132,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4444}
Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 28 Tahun 2007 Tontang
Penalaan Ruang (Lembaran Negars Republik Indonasia Tahun 2007
Nomer 68, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomer
4725);

- e -
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Undang-Undang Ropublik Indonssia Nomor 4 Tahun 2009 fentang
Perdambangan Minsral dan Batubara (Lembsran Negara Republik
indonesia lahan 2009 Nomar 4, Tambahan Lembaran Negaora Repuilik
intloresais Momar 4858,

Undang-Undang Republik Indonesia reemor 10 Tahun 2009 tenlang
Kepariwisatean (Lambaran MNegara ‘Republk Indoresia Tahun 2008
Hormor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Anpgkutan Jalan (Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun
2009 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
Undang-Undang Republik Indonasia Nomor 28 Tahun 2008 tentarg Pajak

Dasran dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonssia:

Tahun 2008 Nomer 130 Tambaban Lembaran Negara Nomor 5949]";
Undang-Undang Republik indonssia MNomar 32 Tahun 2002 lenlang
Parlindungan dan Pengslolaan Lingkungan Hidup (Lombaren Negara
Hepublik Indonesia Tahun 2009 Namor 140 Tambahan Lembaran Negarm
Republik Indonesia Nomar 5658},

Prraturan Pemanntah Republik Indonesia Nomor 27 Tabun 1983 lenlang
Paaksanaan Kilab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara
Pigana (Lembaran Negara Ropublik Indonasia Tahun 1983 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 3258);
Peraturan Pemednlal Republik Indencsia Momor 68 Tahun 2006 lentang
Pangelolaan Keuangan Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nefara Republik
Indonesia Momar 4578},

Peraturan Pemernintah Republik Indonesia Nomor 78 Tshun 2005 teniang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintshan
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 20056 Nomor165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 34 Tahun 2006 tantang
Jalan (Lembaran Negars Republil Indonesia Tahun 2066 Nomor 86,
Tambishan Lembaran Negdara Repubiik Indonesia Nomar 4855),;
Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 38 [ahupn 2007 ientang
Pembagian Urusan Peredntahan Antarz Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provins| dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
Megara Republik Indonesla Tahun 2007 Momor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonssia Nomor 4737);

Paraturan Pemsrintah Republik Indonesia Nemer 43 Tahun 2008 tamang
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 83,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858}
Feraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 lentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Palak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republix Indonesia
Tahun 2010 pomor 119, Tambshan Lembaran Republik Indonesia
Megara Maomer 5161}
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Paraturan Pemerinlah Reaublik Indonesia Nomer 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Dagrah Yang Dipungut Berdasarkan Penctapan Kepala
Dasrah Afsu Oibayar Sendn Oleh Walio Pajak  (Lembaran Megara
Ranublik Indonasia Tabun 2010 Nemor 153, Tambahan Lambaran
Raoublik Indonesia Negara Momor 5174)

Paraturan Mentzri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolasn Keuangan Dasrah ssbagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Menterd Dalam Negerl Nomor §8 Tahun 2007;

Perztursn Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang
Panyidik Pegawal Negerl Sipil (Lembaran Daerah Kablpalen Jember
Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);

. Peraturon Dasrah Kabupatan Jember Momor -%47'_Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerntahan vang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabu palen
Jember (Lembaran Dacrah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14}
Peraturan Daerah Kabupaten Jamber Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tala Kerja Perangkal Kabupalen Jember (Lembarén
[rasrah Kabupaten Jember Tabun 2008 Nomer 15);

. Persturan Dasrah Rabupaten Jember Momor 1 Tahun 20609 tentang

Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Pemenntah Kabupatan Jember
(Lemberen Daerah Kabupaton Jomber Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

DAN *
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH,
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember,

Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupzaten Jember yang selanjutnya disebut
DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupah Jember.

Kabupaten adalah Kabupaten Jembar

Ninas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaien Jémibar.

Pejabat adalah pegawal yang dibefi tugas lertenlu dibidang perpajakan daerah
sesual dengan peraturan perundangan-undangan.

Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Urnum Dagrah Kabupaten Jember,

1
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Nomer Haokok Wajb Pajak Daerah selanjuinya disebut NPWPD: adalah nomer yang
Zibedkan kepada Wajib Pajak Dacrah sebagai sziana dalam adminisbast perpajakan

daarah yarg dipergunakan unluk tanda pengenal dirl atau idenfitas Wajib Pajak
Daegrah dalam melaksanakan hak dan kewapban perpajakannya.

ajai Daorg g sl bt & st koniribusi wajit kepada dasrah
,.rz,n 3 lerularg cbeh orang pribadi atau l:u an yang bersifal memaksa beruasarkan
Undang-Undang Republk Indonesia. dengan tidek mendapstkan imbalan secara
langsung dan digunakan uniuk keperiuan daersh bagl sebesar-besamya
kemakmuran rakyat. :

Inseniii Pemungutan Pajak yang sslanjutnyz disebut Insentif adalah tambahan

penghasilan yang diberlkan sebagai perghargaan alas kingrja terdentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak.

Badan adalah sekumpulan orang danfalau modal yang. mamakan kesatuan, baik
FAng melakukan usahe maupln yang fidak melskukan usaha yang meliputi
persercan tarbatas, parsercan komenditer, persercan lainnya; badan usaba milik
riegara (BUMN), atau badan usaha milik dacrah (BUMD) dengan nama dan dagm
banfuk aga pun, firma, kongsi. koperasi, dana pensiun, persekutuan, parkumpulan,
yayasan, organisas) massa, organieas) sosial poltk, atau organizasi lalnnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk konirak investasi kolektl dan nentulk
usaha tetap.

Pajak Holel adalah pajak stas pelayanen yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasiliias penyedia Jasa penginaoaniperistirahatan terfnasuk iasa lerkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pan\msaia wisma parwissta, pesanggrahen, rumah penginapan, dan homssiay,
sertn rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dan 10 (gepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disedizkan gleh resloran,

Al

- Restoran adalah fasiltas penyedia makanan danjziau minuman dengan dipungut
ba

ran, yaﬂg mencakup juga rumah malkar, kaietaria, kanting warung, bar, pujasera,
lermasuk fsa boga/kataring.

Paiak Hiburan adalah pajak atas penyelenggarasn hiburan.

: dalah semua jams lontonan, pertunjukan, permalnan, danfatay keramaian
yang dinikmat! dengan dipungut bayaran.

Penyeengeara  hiburan  edaleh  perorangan  alad  badan  hukum  yang
_ akan hiburan baik unluk dan alss namsnya s2ndin atau uniuk dan atas

mia piliak lain yang menjadi anggungannys.

Pajak Reklame adalah pajak atas penvelenggaraan reklame,

R&k}ame adalah benda, alat, perbualan, atay media yang bentuk den corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkar, enganjurkan,
mempromosikan, alau untuk menank perhatian umum terhadap barany. jusa, orang,
atau badan, yang dapal dilihat, dibacs, didenger, dirasakan, Han/atau dinikmati oieh
VGV

P?p@lermara reklame adalah orang pribadi atau Badan . yang thsnyelenggarakan
reklame: balk untuk dan atas namanya sendiri atay uniuk dan alas nania pihak'lain
yang mar\iadr;anggungannya

Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga
teknis sesuai ketentuan yang heda‘ku

Milal Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkal NSR adaleh nilal yang ditetapkan
Sebagalﬁdasar peihilungan penelapan besaiiya pajuk reklame.
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48,

Milal Jual Obyek Pajak Rekiame. yang selaniitnya disingkat NJOPR adalsh jumlzh
milal paralehan hargaibiaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeiharaan
reidame yang dikeluakan olsh pemiik dap/ateu penyelenggsra reklama yang
diperoleh berdasarkan eslimas| yang walar dan dapat cipentanggungjawabkan.

Mgl Strategis  Fenpelenguaraan  Reklame adaleh  ukuranistandar rmilai yang
dilelapkan paca |okasi penyolenggaraan reklame  berdasarkan  perlimbangan
ekonomi dan/atau nilel promotif,

Pajak Pencrangan Jalan adalah pajek atas penggunean tenaga listdk, balk yang
dihasikan s=ndin maupun dipercleh dad surber lam,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pangambilan
mineral bukan lcgam dan baluzn, balk dari sumber alam di dalam danfatau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan,

Mineral Blkan Logam dan Batuan adalah mineral bukan: Jogam dan batian
sebagaimana dimaksud di  dalam  persturan  perUndang-Undang Republik
Indonesiaan di bidarg mineral dan batubara.

Pujuk Parkic adalah pajok stas penyelenogarsan lemnpal perkic di luar badan Jalan,
baik yarg disecinkan berkailan dengen pokok ussha mavpun yang disediaksn
sebaga suatu usaha, lermasuk penyediasn lempal penilipan kendaraan bermator,
Parkir adaldh keadsan Gdak bergerak suale kendarsan yang tdak  bersifat
sginelarg,

Pajak Alr Tanah adalah pajak alas pengambilan dan/atay pemanfaatan air tanah.

Alr Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

Pejek Sarang Burung Walet adalsh pejak atas keglalan pengambilan danfatsu
pengusahaan sarang hurung walet.

Burung Walet adaish satwa fiar yang tidak dilindungi yang termasuk marga collocaiia,
yaltu collocalla fuchliep haga, collocalia maxina, eollocalia ssculants, dan collocalia
dnehi.

Pajsk Bumi dsn Bangunan Perdessan dan Perkotaan adaloh pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimilikl, eikuasal, dan/atau dirmanfaalkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kewasan yang digunaken uniuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan burni yang mellputi tanah dan perairan pédalaman seria laut
wilayah kabupaten/iota.

Bangunan adalah kanstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan sceara tetap pada
tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau [aut,

Nilal Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
dipercizh dar fransaksi jual bali yang terjadi secara wajar, dan oilamana lidak
terdapat transaksi jusl beli, NJCP ditentukan melalul perbancingan harga dengan
objek lain yang ssjenis, atau nilal perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak alas percieban hak atas
tanah dan/atau oangunan,

Perolehan Halk atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbusian atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperciehnya hak atas tanah danfatau bangunan oleh
orang pribadi alau Badan.

(i

T VA R A W

R—

IR e - s



48.

49

52.

53.

54.

BB,

56.

57.

58,

60.

61,

62,

Hak alas Tanazh dan/atau Bangunan adalah hak slas tanah, lermasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di stasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah arang pribadi atau Badan vang dapat dikenakan Pajak

Waijib Pajak adzlsh crang pribadi ateu Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak,'yang mempunyal hak dan kewsajiban perpajakan sesuai
dengan kelentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan
daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 {satu} bulan kalender atau jangka wakiu lain yang
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagl Wajib Paiak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajek yang
terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak manggunakan tahun buku yang tidak seama dengan tahun kalender.

Pajak yang terulang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Baglan Tahun Pajak sesual dengan
ketenfuan persturan perundang-undangan Rapublik Indonesia perpajakan daerah

Pemungutan adalah sualu rangkaian kegiatan mulai dar penghimpunan data ohjek
dan subjek pajak, penentuan hesamya pajak yang terutang sampai kegialan
penagihan pajak kepada Wajlb Pajak serta pengawasan penyslorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Dasrah, yang selanjulnya disingkat SPTPD, adslah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/stau
pembayaran pajak, objek pajek dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketenfuan peraluran perundang-undangan Republik
Indenesia perpajakan dasrah,

Surat Pemperitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraluran
perlndang-Undang Republik Indonesiasn perpa akan daerah,

Sural Setoran Pajak Caerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran alau penyeloran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir stau telah dilakukan dengan cara lsin ke kas daersh malalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Keletapan Pajak Daerah, yang sslanjulnya disingkat SKPD, adalah surat
keletapan pajek yang menentukan besamya jumiai pokok pajak yang tenutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat
yang digunakan untuk memberitahukan besarmya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Parkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingket SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarmya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumish <ekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

‘administratif, dan jumiah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketatapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjuinya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketelapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditctopkan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjulnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketelapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama besarmya dengen
Jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
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Surat Ketetapan Pajek Dacrah Lebih Bayar, yang sslanjuinya disingkat SKPDLE,
adalah sural ketslapan pajak yang menenlukan jumiah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang tervteng atou
seharusn}ra tidak lemisng

St Tagiha ah, yang selanulnyn disingkal STFD, adaéh sarat untuk
melakukan tagihan pajad danfatau sanksi acmnisiaif berupa bunga danfaisu
denda.

Sutat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, daniatau kekelirian dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraluran perUndang-Lindang Repuaik Indonesiaan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Fembsritahuan Pajak Terutang, Surmt Ketatapan F‘aiak Daerah,
Sural Keletapan Ps;ak Daerah Kurang Bayar, Suraf Kelelapan Pajak Daerah Kurasg
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Fajak Dasrah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Dacrah Lebit Bayar, Surat Taghan Psjak Dagrsh, Surst Keputusan Pembetulan,
atou Surat Keputusan Keberatan.

Sural Kepltusan Keberatan adalab surat keputusan alas keberatan terhadap Sural
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keletapan Pajak Daerah, Surat Ketotapan
Pajok Daerah Kurang Bayar, Surat Ketotapan Fajak Userah Kurang Bavar
Tambahan, Surat Keletapan Pajak Daerah Nihil, Surat Kstetapan Pajak Dasran
Lebin Bayar, atau terhadsp pemotongan atau pemungutan oleh phak kefiga yang
digitkan oeh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalsh putusan baden peradilan pajak atas banding lerhadap Surat
Keputusan Keberatan yana diajukan cleh Wejlb Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara loralur untuk
mengumpulkan data dan informiasi kguangan yang meliputi hana, kewajiban, mooai,
penghasilan dan biava, sera jumlah harga perclenhan dan penyerahan barang alau
jasa; yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugl ruk periode Tahun Pajak tersebut,

an edalah serangkalan keglatan menghimpun dan mengolah data,
. danfatau bukli yang dilaksanakan secara objektf den profesional
an suatu standar psmeriksaan URtuk menguli’ kepatuban pamenuhan
kawa]!han perpajakan dasrah dan retrbusi dan/alau untuk Wjuan lain dalam rangka
melaksanakan Retentuan peraturan perUndang-t.mdung Republik  Indongsian
perpajakan daerah dan retiibusi dagrah,

Peny|di;an ‘tindak pidana di bidang -perpajakan dasrah dan relribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik unfuk mencan serlg
mengumpulkan bukti yang dengan bukli ity membual terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan refribusi yang terjadi serta mensmukan tersangkanya,

Penyldﬂe adalah Pejabat Pegawal Ne.gerl Sipil terentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah sesua dengan keteniuan
paraturan psmndangundangan Republik Indonasia.

Juru Sita Pajak Caerah adalah Pejabat Pegawal Meger Sipil lertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberl wewenang khusus untuk melaksanzkan
tindakan penagihan pajak daersh yang mslipuli penagihan seketika dan sekaligus.
pemberitahuan surst paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Su_rat Paksa adalsh surat perintah membayar ulang pajak dan bisya penagihan
pajak,

-



BAR I
JENIS.JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis pajak darrah terdin dan ;

a Hajalk Hetel

h. Pajak Restnran;

¢. Pajak Hiburam;

d. Pajak Reklames;

o, Pajuk Pengrangan Jalan

f.  Fajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

q, Pajak Parki;

h. Pajak Alr Tanah:

i. Pajak Sarang Burung \Walet;

J. Fzjax Bumidan Bangunsn Perdeszan dan Perketaan; dan
k, Bea Perolehan Hak atas Tanah can Bangunan.

Bagisn Kosatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel,

FPasal 4

(1) Obyek Psiak Hotel adalah pelayanan yang disediskan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagal kolenckspan hotel yang sifaliyu
memberkan kemugahan dan kenvamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan

serla jasa penggunasn ruangan untuk kegialan rapat stau pertemuan di hotal,

(2] Jasa penuniang gebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasililas eispon,
faksimile, teleks, Tnternet, Tolocopy, pelavanan cucl, seterika, transporlasi, dan

faslitas seienis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

{3) Objek Pajak Holel sebagaimena dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, molel,
losmen, gubuk parwisata, wisma pariwisals, pesanggrahan, rumah kos dengan
lumlah kamar leoih dari 10 (sepuluh}, rumah penginapan, dan Kegiatan usaha lainnva

vang ssjenis.
{4) Tidak lermasuk chyek pajak hotel sehagaimana dirnaksud pada aval {1} adalah

a. jasa tempet tinggal asrama yeng diselenggarakan oleh Pamerintah, Pemerintah

Propinsi alau Pemernintah Kabupaten;
b, jasa sowa apariernen, kandominium dan sejenisnya;
c. jasalempattinggal di pusat pendidilan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,

dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
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& |asa t;m’n_ue!ja}_anan atau perjalanan wisala yang diselengoarakan cleh hotel yang
dapat dimanfaatkan oleh umum

Pasal &
{1) Subyek Pajafk Hotel adafah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
(2) Waljib Pajak Hetel adalah orang pribadi atau badan yang mengusanakan holel.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungsn Pajak
Pasal € .
Dasar pengenaan pajak hotsl adalah jumlah pombayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada hotel:

Pasal 7
(1) Tarif pajak hotel ditstapkan sahasar 10% (sepuluh persen) gari jumiah  pemdayaran
atau yang ssharusnya dibayar kepada hotal.

{2) Taril pajak rumah pemondokan sehesar 3% (liga persen) dar jumiah pembayaran
alau yang seharusnya dibayar kepada pamilik.

Pasal &
Sesaran poxek Pajak holel yang lerutang dihilung denygan cera mangalikan tari! palak
sebagaimana dimaksud dalm Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksue dalam Pasal 6. ]

Paragraf Keliga
Masa Pajak dan Saat Tentangnya Pajak
Pasal 9
{1) Masa Pajak |lotel adalah jangka waktu yang lamanya { {satu) bulan ka'ender
(2) Fajak Hotel yang lerutang dalam masa pajas teqdadi pada saat pemtayaran kepada
prang pribadi atau badan yang mengusahakan holei atau sejak disampaikan SPTPD.

Dialam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan holel diberikan, pajak terutang
terjad pada saat ditakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

(3
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Bagian Kedua
PAJAK RESTORAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoron cipungul pajak atas pelayansn yang disadiakan oleh
Raosloran.




Pasal 11
{1) Obysk pajak restoran adalah pelayanan yang diseciakan oleh rastoran.

{2} Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimsnu dimaksud pada ayal (1) melipsti
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dixonsumst cleh pembeli,
balk dikonsumsl di tempat pelayanan maupun dl tempat lain.

(3) Oblek Pajak ssbagaimana dimaksud paca avat (1) termasuk Rumah Makan,
Kafelara, Kanin, Pujesera, Waruny, Bar, Jasa Boga/Katering, baksry dan degot.

(4) Tidak lermasuk obyek pajuk resloran adaloh pelayanan yang disediakan oleh
rastaran yany nilai penjualannya lidak melebhi Rp. 5.000.000.00 (Hga juta rupiah) per
bulan.

¥

Pasal 12

(1) Subyek Pajak Resloran adalah orang pribadl atau badan yang membell makanan
danfatau minuman dari restorar.

{2) Wajio Pojok Resloran adalah crang pribadi atau badan yang mengusahakan
restoran.

Paragraf Kadua
Dasar Pangenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 12

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima restaran

Pasal 14
Tarif pajak restoran ditetapkan setesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang ihitung dengas Gara mengalikan tarif Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 132,

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasa 18

{1} Masa Papek Rostoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kelender.

{2} Pajok restoron yang terutang dalam masa pajak terjad| pada saat pambayaran kepada
orang prbadi olau badan yang mengusahakan restorsn stau sejak disampaikan
SPTPD.

Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran dibedikan, pajak
lerutang teradi pada saat dilzkukan pembayaran atau sejak disampaikan SFTFD.

(3
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Lampiran K

: Undang-Undang Rl No 28 Tahun 2009

Menimbang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yvang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nemor
32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali tera'zhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yvang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .
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bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat

(2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .
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Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau
bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah
kota.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan
yvang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah
kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur
dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pajak Daerah, vang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran ralyat.

11. Badan . ..
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12.

13.

14,
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan wusaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, persercan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor adaelah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotar.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-
alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk
kendaraan bermotor.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan.

. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang
berada di laut maupun di darat.

Pajakk Rokok adalah pungutan atas cukai rokek yang
dipungut oleh Pemerintah.

20, Pajak . . .
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30.

5%

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, dan/atau keramaian vang dinikmati dengan
dipungut bayaran.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame,

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan ceorak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
dipereleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batubara.

31, Pajak . . .
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34.
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38.

39.

40.

41,

42.

-6 -

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
yang tidak bersifat sementara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga
collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalin maxina,
collocalia esculanta, dan colloecalia linchi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawa.an yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten /kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak, yvang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atan Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum vang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

43. Hak . .
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Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di
bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutrng adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian ke=giatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
Wajib Pajal atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan ohjek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
daerah.

52. Surat . ..
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Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKFPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda,

60, Surat .
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66,
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Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daecrah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Retribusi Daerah, vang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya vang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan,

Jasa Umum adalah jasa vang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan,

67 Jasa ...
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Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan vang
menurut  peraturan  perundang-undangan  retribusi
diwajibkan wuntuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yvang selanjutnya disingkat
S5RD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
vang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disinglcat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokol retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribust  karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda

75. Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti vang
dengan bukti ith membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB 11
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2
Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor,
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d.  Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok,
Jenis Pajak kabupaten /kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan,
f. Pajak Mincral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .
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(4)

(5)

(1)

2)

(3)
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Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;
Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

-

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang
memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah
vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah
provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota
otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis
Pajak wyang dapat dipungut merupakan gabungan dari
Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah
kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan
dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor,

Termasuk dalam  pengertian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan
bermotor beroda beserta gandengannya, vang dioperasikan
di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima
Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. kereta api,

b.  Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .
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Pasal 33

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan
yang mengusahakan Hatel,

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau
yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

(1

(2)

1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 35

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
[sepuluh persen).

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34.

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan
oleh Restoran.

Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan
makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di
tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .
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Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan
oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

Subjels Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan
yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan
yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran
yvang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

(1)

(@)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 40

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Restoran vyang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. -

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan
dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .
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